
BUPATI BALANGAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 17 TAHUN 2OL2

TENTANG

TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAI(AT DAN PEMERINTAHAN DESA

I(ABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

BUPATI BALANGAN,

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 18 Tahun 2OlL maka perlu
dilakukan perumusan tugas pokok dan uraian tugas
unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah;

b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas
yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung
jawab Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Balangan, dipandang
perlu untuk menetapkan tugas pokok dan uraian
tugas unsur-unsur organisasinYa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang
Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-Unsur
Or[anisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Balangan;

: 1. Undang-Und.ang Nomor 8 Tahun I974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun t974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas

Mengingat
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2.

-.).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun t999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a265);

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaa);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OO7

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Repubiik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aTal);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 57 Tahun 2OO7 tentang Petunjuk Teknis

Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang

Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah

Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten

4.

6.

7.

8.
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Balangan
Lembaran

Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan

Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3

Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan

Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan
(Lembaran Daerah Kabupaten Baiangan Tahun 2008

Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Balangan Nomor 44) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan
Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3

Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan

Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan

(LembaranDaerahKabupatenBalanganTahun2]l't
Nomor 18).

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

3.

4.

5.

MEMUTUSI(AN :

PERATURAN BUPATI TENTANG
URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR
PEMBERDAYAAN MASYARAI{AT
DESA KABUPATEN BALANGAN.

TUGAS POKOK DAN
ORGANISASI BADAN

DAN PEMERINTAHAN

1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Balangan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan . Perangkat Daerah sebagai
L""ri p.nyelenggara pemerintalian daerah'

Bupati adalah BuPati Balangan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah
g.ar.r, pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kabupaten Balangan.

Kepala Badan adalah Kepala B_adan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Balangan'

Sekretariat adalah Sekretariat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Balangan'

Bidang adalah bidang-bidang di lingkungan Badan Pemberdayaan
fU^"yr"."t at dan Pemelintahan Desa Kabupaten Balangan.

6.

7.

8.



9.

10.

i 1.

Sub Bagian adalah sub-sub bagian . 
p.4u Sekretariat Badan

Pemberdlyaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Balangan.

sub Bidang adalah sub bidang pada bidang-bidang. di _lingkungan
Badan pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Balangan.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional
pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Balangan.

BAB II

TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN UNSUR-UNSUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Uraian Tugas
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pasal 2

(1) Badan Pemberdayaan_ Masyarakat . .dm Pemerintahan Desa
mempunyar tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas-
tugas Peherint"ahan Daerah dengan. melaksanakan penyusunan dan
p.Lk.r.ttaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat
d^, p"*erintahair desa dan kelurahan serta tugas-tugas lain yang
diberikan oieh Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

berikut :

a. mengkoordinasikan, merumuskan dan menetapkan kebijakan
teknis serta mengendalikan peiaksanaan pemberdayaan
masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan sesuai dengan

kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan
perundang-undangan Yang berlaku;

b. mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta
men[endalikan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-
undangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan
pa-ari.rtahan desa dan kelurahan sesuai dengan norma, standar
du..t p.o"edur yang ditetapkan oleh Pemerintah;

c. merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan
penyelenggaraan penyusunan program;

d. merumuskan program kerja berdasarkan kebijakan umum Bupati;
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e. merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendaiikan
penyelen ggaraarr pengelolaan keuangan, proses administrasi
pe.rlg^t at peraturan pemndang-undangan bidang pemberdayaan
masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan, urlLsan
ketatausahaan, rumah tangga, kepegawaian dan perlengkapan;

f. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional,
memfasilitasi dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan
pemerintahan desa dan kelurahan;

g. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina,
mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi kegiatan
pemberdayaan masyarakat;

h. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina,
mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi kegiatan
pengembangan usaha ekonomi masyarakat;

i. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina,
mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi kegiatan
pemerintahan dan pembangunan desa dan kelurahan;

j. merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan hubungan
' ker.lasama dengan iistansi terkait baik daerah maupun vertikal

guna kelancaran pelaksanaan tugas;

k. mengkoordinasikan kegiatan kerja para Kepala bidang dan

Sekretariat dalam rangka kelancaran tugas masing-masing;

l. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan baik
tertulis maLlpun lisan sesuai bidang tugasnya;

m. meneliti dan menyeleksi usulan kegiatan Kepala bidang dan
sekretariat sebagai bahan pembuat kebijakan selanjutnya;

n. melakukan penelitian pengawasan terhadap perencanaan dan dan
pelaksanaan pekerjaan maupun pelayanan

administrasi / ketatausahaan ;

o. memberi petunjuk dan pembinaan kepada para Kepala bidang
sebagai bagian pengawasan serta pengendalian dalam rangka
pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku;

p. memantau pelaksanaan kegiatan Kepala bidang dan Sekretariat
serta mengevaluasinya dalam tugas masing-masing;

q. melakukan pembinaan pengawasan serta pengendalian terhadap
pelaksanaan pengelolaan untuk pelaksanaan teknis;

r. mengelola kebijakan pelaksanaan tugas sesuai dengan arahan
eupati dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Badan;

s. mengkoordinasikan pelayanan administrasi dan mengelola urusan
ketatausahaan;
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t. membuat laporan kegiatan Badan berdasarkan bahan iaporan
masing-masing unit kerja dan data yang ada untuk disampaikan
kepada atasan sebagai bahan masukan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang
tugas.

Bagian Kedua

Unsur-Unsur Organisasi
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pasal 3

Unsur-unsur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa terdiri dari :

a. Sekretariat;
b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

c. Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;

d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Desa; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama

Sekretariat

Pasal 4

(1) Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan,
pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan

sumber daya di lingkungan Badan serta melaksanakan urusan
penyusunan program, nmllm, kepegawaian, keuangan dan pelaporan.

(2) tJraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

berikut :

a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja dan anggaran
belanja Badan;

b. menyusun langkah kegiatan kesekretariatan berdasarkan data
rencana kerja" masing--masing bidang di lingkungan badan
berpedoman pada tahrJn lalu -dan tahun yang sedang berjalan
sebagai acuan ker.la;

11.
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d.

e.

f.

c,tr'

h.

melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf di
bawahnya sesuai dengan uraian tugasnya;

mengkoordinasikan penyelenggaraan tugqs badan dan memberikan
pelayanan administrasi kepada bidang-bidang;

menyelenggarakan u.rusan kesekretariatan yaitu membina,

mengatur,-d^., menyelenggarakan pengelolaan personil, material
dan finansial Badan;

menyiapkan peraturan perundang-undangan- bidang pemberdayaan
*""y"rht at dan p.*.ti.ttahan desa sesuli dengan norma, standar
dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;

melaksanakan penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan
pelaksanaan program kerja dan dokumentasi;

merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi urusan
pengelolaan keuangan;

melaksanakan urusan organisasi dan tatalaksana, hukum dan
perundangan-undangan ;

men]rusun, mengatur, mengawasi terlaksananyq penyiapan. dan
pengelolaan kEsekretariatan dalam rangka pembinaan
ketatausahaan Badan;

k. mengadakan penelitian dan pembahasan terhadap kebijaksanaan
umum yang telah digariskan pimpinan;

1. menyusun program, mengatur dan mengawasi pengumpulan data

-..rg"rr^i mat&ial, keuangan dan personil dari satuan organisasi

badan guna menunjang kegiatan-kegiatan pelaksanaan dan

pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

m. men5rusun program, mengatur dan mengawasi terlaksananya
pekerjaan bagi iatuan organisasi badan yang meliputi pelayanan

kepegawaian, keuangan dan umum;

n. menygsun program, mengatur dan mengawasi terlaksananya
pelayanan bagi iatuan organisasi badan yang meliputi pelayanan

.d-1.ri.trasi, akomodasi, perjalanan dinas dan kehumasan;

o. men1ruSun program, mengatur dan mengawasi terlaksananya
p".rgr*pu1an, pensistematisan, menganalisa serta mengevaluasi

data kebutuhan rumah tangga Badan;

p. menyusun program, mengatur dan mengawasi pendistribusian dan
' 

penerimaan penyaluran pembekalan dan pengaturan penyimpanan
perlengkapan dalam gudang;

q. membuat laporan kegiatan kesekretariatan yang meliputi personil,

material, dan finansial sesuai dengan sumber data yang ada dan

laporan bawahan untuk disampaikan kepada atasan sebagai bahan

masukan;

r. menyiapkan bahan-bahan rapat koordinasi Badan;
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s. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pada

Sekretariat;

t. melaksanakan penyusunan laporan Sekretariat dan penyiapan
penyusunan laporan Badan;

u. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan
hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi
untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan

v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugas.

Pasal 5

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan KePegawaian;

b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan

c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
urusan ketatausahaan dan kearsipan, kerumahtanggaan dan

perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, perjalanan dinas serta

melaksanakan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, hukum,
perundang-undangan dan pengelolaan administrasi kepegawaian'

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

berikut :

a. melaksanakan penyuslrnan program kerja Sub Bagian umum dan

Kepegawaian;

b. melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf
subbag di bawahnya sesuai dengan uraian tugasnya;

c. melaksanakan urusan surat-menyurat dan kearsipan;

d. melaksanakan u.rusan keprotokolan dan kehumasan, penerimaan
tamu pimpinan, upacara, rapat dinas dan administrasi perjalanan
dinas;

e. melaksanakan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan dan

keindahan di lingkungan Badan;

f. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan,

penyimpanan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana
Badan;

g. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian,
pemeliharaan, perawatan sarana dan prasararla Badan;

,:
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h. menyusun dan mengadministrasikan penyedian peralatan,
perlengkapan kantor, barang cetakan dan alat tulis kantor;

i. melaksanakan inventarisasi dan usul penghapusan barang milik
negara di lingkungan Badan;

j. melaksanakan pengaturan penggllnaan Sarana dan prasarana di
lingkungan Badan;

k. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Sub
Bagian umum dan KePegawaian;

1. melaksanakan penyusunan laporan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian pada Sekretariat, penyiapan bahan dan penyusunan
laporan Badan;

m. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana
berkenaan dengan uraian tugas, informasi jabatan, sistem dan
prosedur kerja;

n. melaksanakan analisis jabatan dan analisis organisasi;

o. melaksanakan penyusunan bahan penyempurnaan organisasi dan
usul kelembagaan di lingkungan Badan;

p. melaksanakan penyLlsLrnan sistem dan prosedur kerja di
lingkungan Badan;

q. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan
perundang-undangan di lingkungan Badan;

r. melaksanakan penelaahan dan penyusunan bahan pertimbangan
hukum;

S. melaksanakan penyebarluasan peraturan perundang-undangan di
lingkungan Badan;

t. menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi
p..tgu.rgi.atan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji

berkala pensiun serta urusan mutasi lainya;

u. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin
pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan

pelatihan, pemberian tanda jasa dan kedudukan hukum pegawai;

v. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi,

bezetting formasi, daftar urut kepangkatan pegawai, dokumentasi

berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai;

w. melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian dan

daftar penilaian prestasi/ kinerja pegawai;

x. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan

hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi

untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan

//
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(1)

y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas.

Pasal 7

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan
pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, rencana
kerja dan anggarart serta evaluasi dan pelaporan'

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

berikut :

a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan
informasi;

b. melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf
subbag di bawahnya sesuai dengan uraian tugasnya;

C. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana
strategis;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja
dan rencana kinerja yang meliputi program, kegiatan beserta

indikato rnya, se rt a arrggar an pe laksanaannya ;

e. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan hubungan kerja untuk
menunjang keberhasilan implementasi program kegiatan dengan
pelaksana kegiatan serta instansi terkait;

f. mengidentifikasi lokasi, potensi wilayah dan statistik pada wilayah
kerja Badan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan

program dan kegiatan;

menyiapkan bahan dan mengolah laporan realisasi program dan
kegiatan;

i. menyusun program tahunan badan dari data yang berasal dari
bidang masing-masing;

j. mengkoordinasikan pembuatan laporan bulanan, triwulan dan
tahunan bersama bidang;

k. menyusun dan membuat laporan bulanan, triwulan dan laporan
tahunan;

L menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Badan;

m. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan
hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi
untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugas.

(2)

ob'

h.
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Pasal 8

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
penatar"r-hu.u-tt administrasi keuangan dan pertanggungjawaban
keuangan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

berikut :

a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;

b. melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf
subbag di bawahnya sesr.tai dengan uraian tugasnya;

c. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis penatausahaan dan
pengelolaan administrasi keuangan;

d. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pembuatan
penyusunan rencana anggaran dan perubahan anggaran kegiatan
Badan;

e. melaksanakan penyusunan satuan biaya kegiatan;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembayaran belanja
langsung dan tidak langsung;

g. melaksanakan penelitian kebenaran dokumen pencairan anggaran
dan ketersediaan dana sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

h. melaksanakan penyusunan bahan revisi anggaran Badan;

i. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran
keuangan Badan;

j melaksanakan pembukuan, verifikasi dan penghitungan anggaran;

k. melaksanakan pemantauan keadaan anggaran;

1. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan
penghitungan anggaran di lingkungan Badan;

m. melaksanakan penyiapan usul bendahara dan calon pemegang uang
muka kegiatan unit kerja di lingkungan Badan;

n. menyrtsun laporan keuangan, melaksanakan penyimpanan dan
pemeliharaan dokumen Sub Bagian Keuangan;

o. melaksanakan penyusunan laporan Sub Bagian Keuangan pada

Sekretariat dan penyiapan penyusunan laporan Badan;

p. menyusun rencana, melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan
' 

penyajian dan analisa data anggaran perencanaan dan beianja

Badan;

q. menghimpun dan menganalisa data anggaran dan realisasi
keuangan;
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r. menghimpun dan menyiapkan bahan serta menyusun rancangan
Renina Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah

untuk dijadikan DPA-SKPD baik belanja langsung maupun belanja
tidak langsung;

menyusun rencan a anggaran penerimaan I pengeluaran Badan, serta
pengelolaan data keuangan sebagai bahan perhitungan dan

perencanaan tahun anggaran yang akan datang;

mengkoordinasikan pembuatan dan pelaporan SPJ dari seluruh
bidang;

memeriksa dan mengontrol SPJ yang masuk dari seluruh bagian
dan bidang, sesu.ai dengan ketentuan yang berlaku;

menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pembuatan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran serta memelihara arsip
administrasi keuangan;

menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka
pemeriksaan keuangan;

menyiapkan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan serta
laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan;

memberikan Saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan
hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi
untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas.

t.

tl.

V.

w.

x.

v.

Z.

Bagian Kedua

Bidang Pemberdayaan MasYarakat

Pasal 9

(1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan

bahan 6an merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi

dan fasiiitasi pembinaan dan evaluasi di bidang pemberdayaan

lembaga dan organisasi masyarakat, pelatihan masyarakat dan

peningkatan partisipasi masyarakat'

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendaiikan
dan mengevaluasi pelakianaan kegiatan pemberdayaan lembaga

dan organisasi masyarakat dan pelatihan masyarakat;

b. menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan
dan -..rg"iu-liasi pelakianaan kegiatan peningkatan partisipasi

masyarakat;



13

d.

C. menyusLrn program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendaiikan
dan -..rg.rru.hrasi pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan
teknis dan penyt-.IstLnan peraturan perundang-undangan daerah di
bidang pemberd ayaan lembaga dan organisasi masyarakat,
pelati[an- masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat
sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh

Pemerintah;

menyusLtn program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan
dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan pedoman dan
petunjukleknis pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat,
pelatihan masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat;

menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan
dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis
pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat, pelatihan
masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat;

menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan
dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan semangat
dan gotong .oyo.rg serta keswadayaan masyarakat melalui
pelaksanu.r-.,. B.rlu.n Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);

menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan
dan 

"mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi
atau .-rr,it kerja terkait dalam keterpaduan penyusunan dan

pelaksanu.u..r piogram dan kebijakan pemberdayaan lembaga dan

trganisasi masyarakat, pelatihan masyarakat dan peningkatan
partisipasi masyarakat;

membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan

bidang tugasnya;

memberi petunjuk , arahan kepada bawahan dalam peiaksanaan

tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

memeriksa, mengontrol dan menilai hasil kerja bawahan agar

sesuai dengan rencana,

e.

k. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang

dicapai terdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan
peningkatan karier;

1. menyiapkan bahan dan mengolah laporan daiam berbagai bentuk
sesuai iumber data dan laporan bawahan kepada atasan sebagai

bahan masukan serta memelihara arsip;

m. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan
hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi

untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugas.

ob'

h.

/"

/
,/r
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Pasal 1O

Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :

a. Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat; dan

b. Sub Bidang Peningkatan Partisipasi Masyarakat'

Pasal 11

(1) Sub Bidang Pemberdayaarr Lembaga dan Organisasi Masyarakat
mempunyai tugas menyiapkan bahan, melaksanakan koordinasi,
p.*birru..n dan ]asilitasi bimbingan teknis pemberdayaan kelembagaan

d.n o.gu-nisasi masyarakat, dan pelatihan masyarakat.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

berikut :

a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyusun langkah kegiatan sub bidang berdasarkan rencana kerja
tahunan sebagai Pedoman;

c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemberdayaan
kelembagaan dan organisasi masyarakat, dan pelatihan masyarakat;

d. mengumpulkan dan mengolah data pemberdayaan kelembagaan
dan organisasi masyarakat, dan pelatihan masyarakat;

e. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan

p.-ti.ru-r.n pembe rdayaan kelembagaan dan organisasi masyar akat,

dan pelatihan masYarakat;

f. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis operasional pelaksanaan
pemterdayaan kelembagaan dan organisasi masyarakat, dan

pelatihan masYarakat;

g. menyiapkan bahan informasi dan melaksanakan sosialisasi

p.*ti.taan pemberdayaan kelembagaan dan organisasi masyarakat,

dan pelatihan masYarakat;

h. melaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan pemberdayaan

kelembagaan dan organisasi masyarakat, dan pelatihan
masyarakat;

i. mempersiapkan bahan pembinaan dan bimbingan terhadap Kader

Pemberdayaan Masyarakat atau Kader Pembangunan Desa

(KPM/KPD);

j. menyiapkan bahan anaiisa kebijakan pelaksanaan kegiatan
" p.*tinaan pemberdayaan kelembagaan dan organisasi masyarakat,

dan pelatihan masYarakat;

/
4/hL
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k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi
atau unit kerja terkait dalam keterpaduan penyusunan dan

pelaksanaan piogr.- dan kebijakan pembinaan pemberdayaan
-ke1embagr.r.t, 

dr.t organisasi masyarakat dan pelatihan masyarakat;

1. melaksanakan pembinaan pemberdayaan kelembagaan dan

organisasi masyarakat dan pelatihan masyarakat;

m. menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan terhadap lembaga
kemasyarakatan seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau
sebutan lain dan lembaga kemasyarakatan lainnya;

n. menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan terhadap Kader

Pemberdayaan Masyarakat atau Kader Pembangunan Desa

(KPM/KPD);

o. melakukan pend.ataan dan menyusun program peningkatan
peranan lembaga kemasYarakatan;

p. menyusun rencana dan program pengembangan manajemen
pemberdaYaan masy ar akat;

q. membuat pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat;

r. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pemberdayaan
lembaga adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya
masyarakat;

s. melaksanakan peningkatan lembaga adat dan masyarakat adat

dalam rangka pelestarian adat dan budaya lokal;

t. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi
t<egiatan pembinaan pemberdayaan kelembagaan dan organisasi
masyarakat serta pelatihan masyarakat;

u. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
p.*ti.r-.u.n pemberdayaan kelembagaan dan organisasi masyarakat
serta pelatihan masYarakat;

v. membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya;

w. memberi petunjuk, arahan kepada bawahan dalam pelaksanan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

x. memeriksa, mengontrol dan menilai hasil kerja bawahan agar sesuai

dengan rencana;

y. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai
berda""ikr.., ketentuan yang berlaku sebagai bahan peningkatan
karier;

z. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk
sesuai iumber data dan laporan bawahan kepada atasan sebagai

bahan masukan serta memelihara arsip;

tu 1/
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z. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan
hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi
untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan

aa.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugas.

Pasal 12

(1) Sub Bidang Peningkatan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas
menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan dan
fasilitasi bimbingan teknis peningkatan partisipasi masyarakat.

(2) rJraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut :

a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyusun langkah kegiatan sub bidang berdasarkan rencana kerja
tahunan sebagai pedoman;

c. menyiapkan bahan dan men5rusun rencana kegiatan peningkatan
partisipasi masyarakat;

d. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka peningkatan
pengetahuan dan keterampilan serta motivasi bagi masyarakat
dalam peningkatan partisipasi;

e. menyiapkan bahan petunjuk teknis pelaksanaan program
peningkatan partisipasi masyarakat;

f. melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan peningkatan
partisipasi masyarakat;

g. menyiapkan bahan analisis dan pelaksanaan program peningkatan
partisipasi masyarakat;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi
atau unit kerja terkait dalam keterpaduan penyLlsunan dan
pelaksanaan program dan kebijakan peningkatan partisipasi
masyarakat;

i. menyiapkan bahan informasi dan sosialisasi peningkatan
partisipasi masyarakat;

j. memberikan motivasi kepada masyarakat dan pengurus Lembaga
Kemasyarakatan dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran
dan tanggung jawab dalam pengelolaan pembangunan dan
pelestarian hasil-hasil pembangLlnan;

k. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen
pembangunan partisipasi masyarakat;
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l. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran

masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan rLlang kawasan

perdesaan;

pengembangan semangat dan kegotongroyongan dan keswadayaan
maslyarat<.id.., kelompok masyarakat berbasis nilai-nilai budaya

masyarakat melalui pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat;

mendukung pelaksanaan kegiatan TNi manunggal masuk desa

(TMMD) dalam rangka percepatan pembangunan di pedesaan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi
t<egiatan dan menyusun laporan kegiatan peningkatan partisipasi
masyarakat;

membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan

bidang tugasnya;

memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan

tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

memeriksa, mengontrol dan menilai hasil kerja bawahan agar

sesuai dengan rencana;

menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang

dicapai terdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan
peningkatan karier;

menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk
sesuai sumber data dan laporan bawahan kepada atasan sebagai

bahan masukan serta memelihara arsip;

memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan
hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi

untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugas.

Bagian Ketiga

Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

t.

Pasal L3

(1) Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas

menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis serta

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan evaluasi di

bidang pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan

sumber daya alam dan teknologi tepat guna'

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

m.

n.

o.

p.

q.

r.

S.

t-l.

V.
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a.

b.

C.

d.

e.

f.

menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan
;;;-*."g6""1]uasi' pelafsanaan kegiatan pemberdayaan usaha
ekonomi masYarakat;

menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan
e;;';;aer)a1u"asi pelakslnaan ke giatan pemanfaatan sumber daya
alam dan teknologi tePat guna;

menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan

dan *.ng.uuhrasi pelalisanaan kegiatan perumusan kebijakan

teknis dan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di
bidang p"-L.tdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan
sumbei daya alam dan teknologi tepat guna sesuai dengan norma,

standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;

menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan
J""'*."gevalu"asi pelakslnaan kegiatan penyusunan pedoman dan

;;i;;l;f1.r."i* pemberday.aan rfsaha bkonomi masyarakat dan
p.*rrrf.rtan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;

men)rusun program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan
a;;- -*.ng.""irr."i p.ir.k"r.ru..., kegiatan bimbingan teknis
p"-n"ra"y6"., usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan
sumber daya alam dan teknologi tepat guna;

menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan
;;; ;;;g.rr^1r"u.si pelaksinaan kegiatan kerjaiama dengan instansi
;i;, ,rTt kerja 'terkait dalam keterpaduan penyusunan dan
pe1aksanu..r, p.tgram dal kebijakan _pemberd ayaa., usaha ekonomi
il""V"i"f."t a"rr" pemanfaatan" sum6er daya alam dan teknologi
tepat guna;

g. membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan

bidang tugasnYa;

h. memberi petunjuk, arahan kepada bawahan dalam peiaksanaan
l;;;" sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

i. memeriksa, mengontrol dan manilai hasil kerja bawahan agar

sesuai dengan rencana;

i. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yangr' ;i;il;i f".a""".r."r, ketentuan yang berlaku sebagai bahan
peningkatan karier;

k. menyiapkan bahan dan mengolah- laporan dalam berbagai bentuk

"."rli "r*U.i 
au.t. d^tt lap&an ba*ahan kepada atasan sebagai

bahan masukan serta memelihara arsip;

1. memberikan Saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan

hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan e_valuasi dan informasi

untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugas.

/fr{F
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(1)

Pasal 14

Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat terdiri dari :

a. sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat; dan

b. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat
Guna.

Pasal 15

Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai
tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan
dan fasilitasi bimbingan teknis pemberdayaan usaha ekonomi
masyarakat.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut :

meiaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

menyusun langkah kegiatan sub bidang berdasarkan rencana kerja
tahunan;

c. mengumpulkan dan mengolah data tentang penyelenggaraan
pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;

d. menyiapkan bahan informasi dan melaksanakan sosialisasi
pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;

e. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis operasional pelaksanaan
pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;

f. melaksanakan bimbingan teknis pemberdayaan usaha ekonomi
masyarakat;

g. menyiapkan bahan analisa kebijakan pelaksanaan kegiatan
pembinaan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;

h. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
pembinaan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;

i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan ekonomi
penduduk miskin;

j melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan
pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat;

k. melaksanakan koord"inasi dan fasilitasi penyelenggaraan
pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan seperti lembaga
perkreditan dan tabungan masyarakat;

1. melaksanakan pengembangan usaha sektor informal masyarakat
dan usaha mikro masyarakat perdesaan;

(2)

a.

b.

,b ,f/
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melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan
pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat;

melakukan bimbingan usaha dan memberikan motivasi kepada
masyarakat dalam rangka peningkatan produksi dan pemasaran
serta peningkatan peran pasar desa;

melaksanakan program kerjasama dengan berbagai pihak dalam
rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat terpencil atau terisolir;

menyelenggarakan dan menumbuhkembangkan Badan Usaha Milik
Desa (BUMD) sebagai akses perekonomian desa;

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan
pengembangan lumbung pangan masyarakat desa (LPMD);

menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi
atau unit kerja terkait dalam keterpaduan penyLlsunan dan
pelaksanaan program dan kebijakan pemberdayaan usaha ekonomi
masyarakat;

s. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan
pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;

t.

V.

membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-
masing;

memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pelaksanaan
tugas berjalan lancar sesuai rencana yang ditetapkan;

menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai
sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan peningkatan karir;

menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk
sesuai iumber data dan laporan bawahan kepada atasan sebagai
bahan masukan serta memelihara arsip;

memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan
hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi
untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan

y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugas.

Pasal 16

(1) Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat

Guna mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan
koordinasi, pembinaan dan fasilitasi bimbingan teknis pemanfaatan
sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

berikut :

m.

n.

o.

p.

q.

r.

u.

w.

x.
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a.

b.

C.

melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

menyusun langkah kegiatan sub bidang berdasarkan rencana kerja
tahunan sebagai Pedoman;
menyiapkan bahan, mengumpulkan, mengolah serta menganalisa
data p^engembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan
teknologi tepat guna;

menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan
dokumentasi permasalahan pengembangan dan pemanfaatan
sumber daya alam dan teknologi tepat guna;

menyiapkan bahan informasi dan melaksanakan sosialisasi
pen{embangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi
tepat guna;

menyiapkan bahan dan menyusun -petunjuk - 
teknis serta

melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam
dan teknologi tepat guna;

f.

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan bimbingan
teknis pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan
teknologi tepat guna;

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemetaan dan pengkajian
kebutuhan teknologi tePat guna;

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat
dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;

melaksanakan pembinaan dan supervisi pengelolaan sumber daya
alam dan teknologi tepat gLlna;

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemasyarakatan dan
kerjasama teknologi pedesaan;

menyiapkan bahan dan menyusun lapo_ran pengembangan dan
pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;

membagi tugas kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugas masing-masing;

memberi petunjuk dan arahan kepada bawahanr agar pelaksanaan
tugas berjalan iancar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang
berlaku;
memeriksa, mengontrol dan menilai hasil kerja bawahan agar
sesuai dengan rencana;

d.

e.

h.

J.

k.

l. melaksanakan bimbingan dan pembuatan petunjuk teknis dalam
rangka pemasyarakatan teknologi pedesaa,n/teknologi tepat guna
daripos Pelayanan Teknologi Pedesaan (Pos Yantekdes);

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi
atau unit kerja terkait dalam keterpaduan penyusunan dan
pelaksanaan 

-p.og.a* dan kebijakan pengembangan dan
pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;

n.

o.

p.

q.

r. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yanq dicapai
sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan peningkatan karier;
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t.

u.

menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk
sesuai iumber data dan laporan bawahan kepada atasan sebagai
bahan masukan serta memelihara arsip;

memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan
hasii pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi
untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugas.

Bagian Keempat

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Desa

Pasal 17

(1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Desa mempunyai tugas
menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis serta
melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan evaluasi
penyelenggaraar_ pemerintahan dan pembangunan desa dan
kelurahan.

(2)lJraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja bidang
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dan
kelurahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. men)rusun program dan merencanakan operasional,
mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan serta mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan
penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dan
kelurahan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang
ditetapkan oleh Pemerintah;

c. menyusun program dan merencanakan oPerasional,
mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan serta mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
penyeienggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dan
kelurahan;

d. menyusun program dan merencanakan operasional,
mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan serta mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan desa dan kelurahan;

e. menyusun program dan merencanakan operasional,
.t..rgkoordinasikan, mengatur, mengendalikan serta mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi atau unit kerja
terkait dalam keterpaduan penyusunan dan pelaksanaan program

S.
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f.

ob'

J.

dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
desa dan kelurahan;

menyusun program dan merencanakan operasional,
r.r.ngkoordinasikan, mengatur, mengendalikan serta mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan fasilitasi perencanaan pembangunan desa

dan kelurahan;

menyusun program dan merencanakan operasional,
,n.rgkoordinasikan, mengatur, mengendalikan serta mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pelaksanaan perencanaan pembangunan desa dan kelurahan;

menyusun program dan merencanakan operasional,

-.tgkoordinasikan, mengatur, mengendalikan Serta mengevaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa dan
kelurahan;

menyusr-ln program dan merencanakan operasionai,
*.rrgkoordinasikan, mengatur, mengendalikan serta mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas pemerintahan desa

dan kelurahan;

menyusun program dan merencanakan operasional,
.rr.r,.gkoordinasikan, mengatur, mengendalikan serta mengevaluasi
p.rryil".rggaraan adminstrasi pemerintahan desa dan kelurahan;

menyusun program dan merencanakan operasional,

-.rgkoordinasikan, mengatur, mengendalikan serta mengevaluasi
pengembangan desa dan kelurahan;

t. men)rusun program dan merencanakan operasional,

h.

k.

m.

n.

mengkoordinasikan, mengatur,
pengelolaan keuangan dan aset

mengendalikan serta mengevaluasi
desa dan kelurahan dan ADD Desa;

o.

menyusun program dan merencanakan operasional,

-"trgkoordinasikat., *".rgr.tur, mengendalikan serta mengevaluasi
peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan
desa;

menyusun program dan merencanakan operasional,
..r".,.gkoordinasikarr, *"rgr-tur, mengendalikan serta mengevaluasi
pembuatan dan pengelolaan profil desa dan kelurahan, data base

penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan
ierta penyelen ggaraarr perlombaan desa dan kelurahan;

menyusun program dan merencanakan operasional,

-"r,gkoordinasikar, *..tg^tur, mengendalikan serta mengevaluasi
p.ry.l..rggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan
t.gi 

^pu.iat 
desa, kelurahan dan anggota BPD serta pembuatan

peraturan desa (Perdes) ;

menyusun program dan merencanakan operasional, mengatur serta

-".rg"r^luasi pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pembinaan,
p.
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r.

t.

pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan Sarana

pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan

lingkungan;

membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan

bidang tugasnya;

memberi petunjuk, arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan

tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

memeriksa, mengontrol dan manilai hasil kerja bawahan agar

sesuai dengan rencana;

menilai prestasi kerja bawahan
dicapai berdasarkan ketentuan
peningkatan karier;

V.

menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk
sesurai sumber data dan laporan bawahan kepada atasan sebagai

bahan masukan serta memelihara arsip;

memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan
hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi
untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan

w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas.

Pasal 18

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Desa terdiri dari :

a. Sub Bidang Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan;
dan

b. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Pasal 19

(1) Sub Bidang Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan
memp.rryul tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi,
p"..rbirl"un dan fasilitasi bimbingan teknis pelaksanaan perencanaan

pembangunan desa dan kelurahan'

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

berikut :

melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

menyusun langkah kegiatan sub bidang berdasarkan rencana kerja

tahunan sebagai Pedoman;

q.

S.

berdasarkan hasil kerja Yang
yang berlaku sebagai bahan

u.

a.

b.

ti

..li

/r
f

,/.
/i

'r *::: ."
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c.

d.

e.

f.

c,t.r'

menyiapkan bahan mengumpulkan, mengolah serta menganalisa

data perencanaan pembangunan desa dan kelurahan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan

dokumentasi permasalahan perencanaan pembangunan desa dan
kelurahan;

menyiapkan bahan informasi dan melaksanakan sosiaiisasi
perencanaan pembangunan desa dan kelurahan;

menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis
perencanaan pembangunan desa dan kelurahan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan
bimbingan teknis perencanaan pembangunan desa dan kelurahan;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan program penataan
pemukiman kembali penduduk dan lingkungan desa dan kelurahan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan program pengembangan dan
UimUlngan terhadap upaya pemenuhan Sarana dan prasarana dasar
pedesaan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi,
p"*ti.rru-n, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan

"r..r.r^ 
pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan

lingkungan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan desa miskin,
perbatasan, kritis, minus, padat penduduk, daerah kumuh, desa

terbelakang, pra desa dan daerah rawan bencana;

l. mendukung upaya pemanfaatan energi alternatif melalui
pengembu-rgu..t d."u. mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasar

masyarakat;

m. membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya;

n. memberi petunjuk, arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan

tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

o. memeriksa, mengontrol dan manilai hasil kerja bawahan agat

sesuai dengan rencana;

p. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai
berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan peningkatan
karier;

q. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk
' 

sesuai iumber data dan laporan bawahan kepada atasan sebagai

bahan masukan serta memelihara arsip;

r. memberikan Saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan
hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi

untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan

j.

k.
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s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugas.

Pasal 2O

(1) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan
mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi,
pembinaan dan fasilitasi bimbingan teknis peningkatan kapasitas
pemerintahan desa dan kelurahan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut :

a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyusun langkah kegiatan sub bidang berdasarkan rencana kerja
tahunan sebagai pedoman;

c. menyiapkan bahan, mengumpulkan dan mengolah serta
menganalisa data peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan
kelurahan;

d. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi permasalahan serta
menyiapkan bahan pemecahan masalah mengenai
penyelenggaraan pemerintah desa dan kelurahan;

e. menyiapkan bahan informasi dan melaksanakan sosialisasi
peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan;

f. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan
pemerintahan desa dan kelurahan;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan koodinasi, pembinaan serta
pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi,
pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
adminstrasi pemerintahan desa dan kelurahan;

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi,
pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam rangka
penataan dan pengembangan desa dan kelurahan sesuai dengan
tuntutan perkembangan keadaan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

j menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelenggaraan
pembentukan, pemekaran dan penggabungan serta penghapusan
dan penentuan batas desa dan kelurahan;

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelenggaraan
peningkatan status desa menjadi kelurahan;

1. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman pengelolaan keuangan
dan aset desa dan kelurahan;

b
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m.

n.

menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi,
p"-6ir,.'u,r.r, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
pengelolaan keuangan dan aset desa dan kelurahan;

menyiapkan bahan, memonitor, mengevaluasi dan memfasilitasi
penyelenggaraan proses pencalonan, pemilihan,
fergangliatanf pelantikan dan pemberhentian kepala desa, serta
pengangkatan perangkat desa;

menyiapkan bahan dan menyusun pedoman penyusunan dan
penetapan Alokasl Dana Desa (ADD);

menyiapkan bahan dan menyusun pedoman peranan BPD dalam
penyelen ggar aar, pemerintahan de sa;

menyiapkan bahan dan menyelenggarakan proses pemilihan dan
penetapan pengurus dan anggota BPD;

menyiapkan bahan dan menyusun pedoman- pemilihan dan
penetapr"n pembentukan RT/RW/LK di desa dan kelurahan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi,

-orritoii.rg, evaluasi dan pelaporan pengolahan dan p_engelolaan

data profil desa dan kelurahan, data basg _penyelenggaraan
ad"ministrasi pemerintahan desa dan kelurahann serta
penyelen ggar aarr perlombaan de sa dan kelurahan ;

t. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan, konsultasi,
pelatihan dan pendidikan bagi aparat desa, kelurahan dan anggota
BPD serta pembuatan peraturan desa;

menyiapkan bahan d.an melaksanakan koordinasi, fasilitasi,
p".rrti.r"u".r, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
pembuatan peraturan desa (Perdes);

menyiapkan bahan dan membuat pedoman dan petunjuk teknis
mekanisme penyusunan peraturan desa (Perdes) dan pertanggung
jawaban pemerintah desa;

menyiapkan bahan dan membuat pedoman dan petunjuk teknis
perlombaan desa dan perlombaan kelurahan tingkat keluarahan,
tingkat kecamatan dan tingkat Kabupaten;

membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya;

memberi petunjuk, arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

memeriksa, mengontrol dan menilai hasil kerja bawahan agar

sesuai dengan rencana;

aa. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang

dicapai terdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan
peningkatan karier;

o.

p.

q.

r.

S.

u.

V.

w.

x.

v.

Z,

tu
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bb. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk
sesuai sumber data dan laporan bawahan kepada atasan sebagai

bahan masukan serta memelihara arsip;

cc. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan
hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi
untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan

dd.. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesu.ai dengan
bidang tugas.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Oesa sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal22

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam
peraturan Bupati ini akan diatur kembali dengan Peraturan/Keputusan
Bupati tersendiri.

lr/



29

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini d.engan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Balangan.

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 23 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH I,

Pembina Utama MadYa (IV/dl
NrP.19590,40,9 198203 L OL2

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2OI2 NOMOR 17

{i'i
Ditetapkan dii Paringin

, pada tanggal 23 Agustuf 2OI2
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